
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2008

TENTANG
POLA ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
DAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS

PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (7) dan Pasal
109 ayat (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan pola organisasi
dan tata kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum dengan Peraturan
Presiden;

Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia Tahun 1945;.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4721);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG POLA ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAN
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk



memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu
untuk memilih Kepala daerah dan wakil kepala daerah secara
langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

5. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah
badan yang bertugas mengawasi penyelenggara Pemilu di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu
Kabupaten Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan
Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk 0leh
Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah
provinsi dan kabupaten/kota.

7. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau sebutan lain,
selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang
dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

8. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh
Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di
desa atau nama lain/kelurahan.

9. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh
Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu diluar negeri.

10. Tenaga profesional adalah tenaga yang mempunyai kemampuan
profesional di bidangnya, termasuk tenaga ahli.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat Bawaslu

Pasal 2

(1) Sekretariat Bawaslu adalah aparatur pemerintah yang di dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

(2) Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
(3) Sekretariat Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan

teknis dan administratif kepada Bawaslu.

Bagian Kedua
Sekretariat Panwaslu Provinsi/Kabupaten/

Kota/Kecamatan

Pasal 3

(1) Sekretariat Panwaslu Provinsi bertanggung jawab kepada
Panwaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota
bertanggung jawab kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.

(2) Sekretariat Panwaslu Kecamatan bertanggung jawab kepada
Panwaslu Kabupaten/Kota.



(3) Sekretariat Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan
masing-masing dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berasal
dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 4

(1) Sekretariat Bawaslu terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat)
Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas sebanyak-
banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

(2) Sekretariat Panwaslu bersifat ad hoc.
(3) Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja

Sekretariat Bawaslu dan Sekretariat Panwaslu ditetapkan oleh
Bawaslu setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri
yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur
negara.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat Bawaslu dan Kepala
Sekretariat Panwaslu, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan
kelompok jabatan fungsional wajib, menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun
antar satuan organisasi dalam Sekretariat Bawaslu dan Sekretariat
Panwaslu.

Pasal 6

Kepala Sekretariat Bawaslu, Kepala Sekretariat Panwaslu, Kepala
Bagian, Kepala Sub Bagian wajib mengawasi bawahan masing-masing
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah langkah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kepala Sekretariat Bawaslu, Kepala Sekretariat Panwaslu, Kepala
Bagian, Kepala Sub Bagian wajib bertanggung jawab memimpin,
mengkoordinasikan, memberi bimbingan  serta memberikan petunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

Pasal 8

Kepala Sekretariat Bawaslu, Kepala Sekretariat Panwaslu, Kepala
Bagian, Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjul-
petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing
serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 9


